PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK
-PENGERTIAN: Perbuatan hukum memisahkan sebagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang berupa tanah hak milik dan melembagakan untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial bagi kepentingan ibadat atau keperluan umum sesuai ajaran agama Islam.

-Fungsi Wakaf: untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan sesuai dengan tujuan wakaf.

-Status tanah Hak Milik yang diwakafkan menjadi hapus, namun tidak menjadi Tanah Negara, akan tetapi menjadi tanah dg status khusus sebagai TANAH WAKAF yang diatur oleh Hukum Agama Islam.

DASAR HUKUM PERWAKAFAN

-UUPA Pasal 49 ayat3.: UUPA mensyaratkan bahwa pewrwakafan tanah dilindungi 

 dan diatur dg Peraturan Pemerintah.

-PP Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

-PMDN Nomor 6/1977

-Ketentuan Departemen/Menteri  Agama RI

PARA PIHAK:

1. WAKIF : Orang / Badan Hukum (PP 38/1963) yang mewakafkan, 

umumnya adalah pemilik tanah.

     -Syarat: dewasa, sehat akal, tidak dilarang oleh hukum.

2. NADZIR: Pengurus Wakaf, bisa Orang ataupun Badan Hukum yang berkedudukan di RI, dan mempunyai  perwakilan di Kecamatan tempat letak tanah.

-Syarat: WNI, beragama Islam

Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah dengan status Hak Milik (Pasal 49 UUPA, dan Pasal 4 PP 28/1977). Untuk tanah bukan Hak Milik berarti harus ditingkatkan dulu menjadi Hak Milik.

TATA CARA PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK

-Wakaf dilakukan oleh Wakif dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, dengan 2 orang saksi. Sekaligus ditunjuk Nadzir-nya.
-Lalu Akta Ikrar Wakaf  wajib didaftarkan oleh PPAIW untuk atas nama Nadzir di Kantor BPN (PP 6/1977.

Kalau tanah Wakaf sudah bersertifikat maka pendaftara dilakukan dengan membubuhkan catatan pada buku-tanah dan Sertifikat Hak Milik-nya, yaitu :

1. Mencoret nama pemilik semula;

2. Membubuhkan perkataan ”WAKAF”, di belakang nomor Hak Milik.

3. Membubuhkan catt ttg perwakafan pada halaman 3;

4. Mencantumkan Nama Nadzir pada halaman 3.

5. – Setelah selesai pendaftaran , Sertifikat Hak Milik diserahkan kepada Nadzir sebagai tanda bukti wakaf yang bersangkutan. 

6. – Nadzir kemudian melaporkan perwakafan tsb kepada Departemen Agama 

-     Tanah WAKAF tidak dapat dijadikan jaminan hutang

-     Tanah WAKAF tidak dapat diubah peruntukan dan 
       penggunaannya bila menyimpang dari yang sudah ditentukan 
       dalam Ikrar Wakaf.

· Namun dalam hal tertentu peruntukan dan penggunaan  TANAH WAKAF dapat diubah oleh Menteri Agama bila:

1. Karena tidak sesuai dg tujuan WAKAF seperti yang diikrarkan oleh Wakif.
2. Karena untuk kepentingan umum (Keppres 55/1953, dan Pasal 11 PP 

77/1973)

HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

(HMSRS)

PENGERTIAN RUMAH SUSUN: bangunan gedung bertingkat dlm suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian2 vertikal dan horizontal, merupakan satuan2 yang masing2 dapat dimiliki dan digunakan terpisah, dilengkapi dengan :bagian-bersama, tanah-bersama, benda-bersama.
Satuan Rumah Susun : adalah bagian2 yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terdiri atas: 
- bagian-bersama:lift, tangga, lorong, pondasi, atap, aula, dll (yang ada 

   dalam satu menara  SRS) 

- tanah-bersama : bidang tanah dimana SRS berdiri diatasnya, berikut hak, 

   luas, dan batas2nya.

- benda-bersama: mesjid, fasilitas OR, lapangan parkir, taman, dll yang ada 

   di atas tanah besama.
HMSRS adalah hak pemilikan atas SRS  yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan antara bagian-bersama, tanah-bersama, benda-bersama.
Di Belanda: Apartemen Wet

Di Singapura: Land Titles Strata Act

Di USA : Condominium Laws.

NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL adalah:

Besarnya hak atas bagian-bersama, tanah-bersama, benda-bersama didasarkan atas luas atau nilai SRS ybs, pada waktu diperoleh pemiliknya untuk pertama kali.

Nilai ini menentukan besar imbangan kewajiban tiap pemilik SRS dalam membiayai pengelolaan dan pengoperasian bagian dan benda bersama.
DASAR HUKUM HMSRS: 
- UU Nomor 16/1985 tentang RUMAH SUSUN.
- PP Nomor 4/1988 tentang Rumah Susun (diatur ttg persyaratan 

   pembangunan Rusun)
- Peraturan Kepala BPN Nomor2/1989 ttg Bentuk dan Tata Cara Pengisian 

  serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun

- Peraturan Ka BPN Nomor 4/1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara 

   Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat HMSRS.

- Khusus DKI, Peraturan DKI Nomor 1/1991 tentang Rusun di DKI

- Untuk Pendaftaran : PP10/1961, PP 24/1997, 

- Untuk Sertifikat HMSRS : Peraturan Kepala BPN Nomor 4/1989 
  (di RI, satu unit SRS, cukup satu sertifikat, kalau di Australia ada sertifikat tersendiri untuk tanah, benda, bagian bersama (common property) yang diterbitkan atas nama satu body corporate=perhimpunan penghuni.

OBYEK UTAMA PENDAFTARAN HMSRS :

Adalah tanahnya, yaitu sertifikat hak atas tanah yang dimiliki bersama dg penunjukan secara khusus bagian yang dimiliki scr individual oleh pemegang sertifikat.

- Sertifikat terdiri atas: Sertifikat induk   disimpan BPN, dan ada sertifikat-sertifikat pemilikan bersama tanahnya, yang masing2 menunjuk kepada bagian tertentu yang dimiliki secara pribadi (SRS).

- Sertifikat HMSRS terdiri atas : salinan buku-tanah HMSRS, Surat Ukur 

tanah bersama, Gambar Denah SRS ybs, lengkap dengan data tingkat rusun, 

letak SRS, dan lokasi di tingkat mana..

STATUS TANAH yang bisa dibangun RUSUN:

- Hak Milik

- HGB

- Hak Pakai

- Hak Pengelolaan

Khusus untuk Rusun diatas tanah Hak Pengelolaan, diwajibkan u menyelesaikan proses pemberian HGB atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, sebelum SRS dijual . Jadi tanah bersama nya berstatus HGB/Hak Pakai yang membebani Hak Pengelolaan.

HMSRS adalah obyek Hak Tanggungan sejak ada UU nomor 4/1966 ttg Hak Tanggungan. Dulu, Rusun dijaminkan dengan Hypotik untuk Rusun Hak Milik dan HGB, sedangkan untuk Rusun dengan hak Pakai dijaminkan dengan Fidusia
ROYA PARTIAL untuk HMSRS
- untuk memudahkan penjualan SRS kepad peminat

   - Dulu lembaga jaminan dg hypoteek, tidak dapat dibagi2, namun kini karena dg UU RUSUN, dapat dilakukan roya partial, yang memungkinkan pembayaran kembali secara bertahap, kredit yang digunakan untuk membangun Rusun.
YANG BOLEH MEMBELI RUSUN /SRS

Status tanah 
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1. Hak Milik
WNI P’ORGANGAN/

Badan Hukum  ttt
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WNI/ Badan Hukum Indonesia








Berkedudukan di RI
            Untuk 2 status tanah di atas,  WNA, hanya boleh menyewa.

3. Hak Pakai 




WNI/ WNA/Badan Hukum RI   

dan BH Asing yang punya perwakilan di RI

Siapa yang mengajukan perpanjangan SHGB/Hak Pakai Tanah-Bersama RUSUN bila 

Jangka waktunya habis?
